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OANUN KABUPATEN ACT)I ,\'IN(;I\H.
NOMOR : 13 TAIHUN 2002

TENTANG
NDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH SINGKIL PERSADA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAIIM ot
ENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan  ckonomt - daerah,
diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha memupuk sumber
Pendapatan Dacrah, maka dipandang perlu untuk meningkatkan
Otonomi Nacrah yang nyata dan bertanggung jawab mengadakan
suatu wadah dalam bidang tersebut yang berbentuk Perusahaan
Dacrah atau Badan Usaha Milik Dacerah;

b, bahwa untuk maksud terscbut perlu diatur dalam suatu Qanun
Kabupaten.

I Undang-undang Nomor S Tahun 1962 Lembaran Ncgm'n Tahun
1962 Nomor 10 Tambahan [embaran Negara Nomor 2387 o
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan

Dacrah;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Acch Singkil,

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemenntahan

Daerah:

4 Peraturan Menteri Dalam Nepgert Nomor 4 Tahun 1975 tentang,
Pengelolaan 1 uun;_ Pemenntahan Dacrah,

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor | Tahun 1983 tentang

Pecdoman Kerja Sama antara Pemerintah Dacrah dt.ng:,an Pihak
ketiga, |

6 Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 1 Tahun 1934 tentang
Tata Cara Pengawasan dan Pembinaan Perusahaan Dacrah di
[ingkungan Pemenintah Dacrah;

Peraturan Mentert Dalam Negen Nnmor 3 Tahun 1986 tentang
Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga.



| Dengan l"érsctuju:m
PERWAKILAN RAKYAT DAERAL KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

QANUN KABUPATEN  ACEH SINGKIL. TENTANG
. PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAT SINGKIL, PERSADA.

BAD
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Oanun i yang dimaksud dengan .

| Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil; |

v pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Acch Singkil;

3. Bupati adalah Bupati Acch Singkil: ' | '

DPRD adalah |-.)l‘|{l')l/\e:vh Sinprkal,

5. Perusahaan Dacrah adalah Perusahaan Dacrah Singkil Persada
Kabupaten Acch Singkil (PD. Singkil Persada); |

6 Dircksi adalah Dircksi Perusahaan Dacrah Singkil Persada;

alah Badan Pcngawas Perusahaan Dacrah

-
e

7. Badan Pcngawas ad
Singkil Persada

8 Perusahaan Dacrah adalah Badan Hukume yang berkhedudukan
sebagai Badan Hukum tu diperolch dengan jalan berlakunya
Oanun im berhak melakukan usaha-usaha

BAB Il
PENDIRIAN DAN NAMA

Pasal 2
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angi  ketentuan  dalam L_Jn-dang-undangg
jo Nomor 6 Tahun 1969 dan disingkat

crsada. maka terhadap Perusahaan int

crundang-undangan | ndonesta.

(2). Dengan tidak mengur
Nomor § Tahun 1962
dengan nama P Singkil P2
berlaku ketentuan hukum dan P

s Reny Helena Hutagalung, St No.35

tangpal 30 November ()00 Perusahaan Dacrah schagaimana

dischutkan pada ayat () pasal 1ni, ditctapkan status hukum
schagar Perseroan Terbatas Perusahaan Dacrah Singkil Persada
atau disingkat (P'1 PD Singkil Persada). |

(3) Dengan Akte Notar



(M

(1).

(4

b Moengikat Perusaliaan sehagar peminjam;

¢ Memperoleh, menpual dan menctapkan benda-benda tetap
oleh Perusahaan:

d Mengadakan usaha patungan dengan Pibak lain:

Apabila Darchtur atama berhalinpan maka tugasoya ditakukan
oleh Ditektur yang dituimuk

BAB VI
BADAN PENGAWAS

Pasal 13

Badan Pengawas dibentuk atau ditetapkan olch Bupall yang
jumlah anggotanya scsuai dengan kebutuhan Perusahaan, >

Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan Perusahaan secara
terarah scsuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.

Badan Pengawas mclakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
lugas-tugas Perasahaan oleh Dircksi,

Drechst waph membenhan sepala keterangan yang dlps.rlukau
oleh Badan Pengawas,

Kepada Kcetua dan Angpota Badan Pengawas diberi jasa
berdasarkan Pasal 18 ayat (1) hurui' ¢ ditetapkan oleh Bupati.

BAnR NI
TAGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI PEGAWAL

Pasal 14

Semua Pegawai Perusahaan termasuk Anggota Dircksi dalam
kedudukannya sclaku Pegawai Perusahaan yang tidak bertugas
sebagai penyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-
barang, persediaan yang karena tindakan melawan hukum atau
karena Jugas ynng dibenkan kepada mereka secara Jangsung
atau  lidak langsung telah  menimbulkan  keruglan  bagi
Perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

Ketentuan-ketentuan  tentang ganti rugi terhadap  Pegawai
Dacrah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan.

Semua Pepawar Pernsahaan yang dibebam tupas PeAY A
pembiavaran atan penverahan wang surat-surat betharga miik
perusahaan yang  disimpan didalam pudang  atau  ditempat
penvimpanan - yang  Khusus  semata-mata digunakan  untuk
keperluan ity diwajibkan memberikan pertanggung  jawaban
herkala tentang pelaksanaan tugasnva kepada dircksi.

Apabila kepada Pegawar tersebut pada ayat (1) Pasal ini udak

menginmhan pertangguny jawaban dan cara pengurusannya
Kepada  Darcksi, derhadap Pepawai tersebut akan dituntut



BAB XIII
LAMBANG DAN CAP PERUSAIIAAN

Pasal 20

Lambang dan Cap Perusahaan akan ditetapkan lebih lanjut olch

Bupati,
BAB X1V
PENGAWASAN
Pasal 21
(1). Dengan tidak mengurangi 1lak Kewenangan Badan Instansi

(1).

(2).

lainnya, maka Badan Pengawas dapat melakukan Penyidikan
dan Pemeriksaan terhadap Perusahaan Daerah.

. Hasil  Pemcriksaan Badan Pengawas disampaikan kepada

Bupati.
Sclambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sctelah mencrima laporan

Badan Pengawas, Bupati memberikan penctapan atas laporan
yang dimaksud. -

BAB XV
PEMBUBARAN
Pasal 22

Pembubaran  Perusahaan Daerah dan Likuidasi ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Dalam Likuidasi Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas
kerugian yang diderita Pihak Ketiga. ;

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

. Qanun im dapat discbut Qanun tentang I’Lndman Perusahaan

Dacrah PT. PD Singkil Persada.

. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Qanun ini

scpanjang  mengenai Peraturan  pelaksanaannya  dan  tidak
bertentangan  dengan  Peraturan Perundang- undangan yang
berlaku akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.



_ BAB I
TEMPAT, KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 3

(1). Perusahaan Dauah berkedudukan dan bcrlm:ﬂor di Ibukota
Kabupaten Aceh Singkil.

(2). Wilayah Usaba Perusahaan mecliputi scluruh daerah hukum
- Kabupaten Aceh Singkil

Pasal 4

Tupuan Usaha adalah turut serta dalam

a.  Pembangunan dacrah khususnya dan mclayanm chcntmban
masvarakat; ' '

b, Memben jasa dalam pembangunan ckonomi nasional umumnya
dalam rangka memngkatkan kescjahtcraan dan memenuhi
kebutuhan masyarakat serta ketenagakerjaan dalam Perusahaan
menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila:

¢.  Memupuk dan meningkatkan hasil dacrah.

Pasal 5

Perusahaan Dacrah bergerak dalam bidang

a.  Pertaman pangan,  perkebunan,  peternakan,  perikanan dan
kehutanan serta rebossasy e

b Konstrukst dan real estate:

¢. Pertambangan dan cnergi;

d. Pernndustrian:

¢ Perdaganpgan umum serta rasa-jasa (public utihities);
[ Penwasata: |
¢.  Perhubungan;

h.  Berbagai usaha lainnya  yang dibenarkan olch hukum yang
berlaku, |

BAB IV
MODATL

Pasal 6

(1) Modal Perusahaan Dacrah hcrjumlah'Rp_(i,()()()_()()();()()(l,- (cnam
milyar ruptah) terbagr atas 12,000 (dua belas ribu) lembar sabham
masing-masing nilar nommal Rp.500.000,- (Ihima ratus nibu
ruptah) diambil dart kekayaan dacrah vang dipisahkan dari
Anggaran Pendapatan Dacrah  dan  sclebthnva  merupakan
penjualan saham kepada masvarakat



G hika pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf ¢
dalam pasal i dilakukan maka anggota  dircksi yang
bersangkutan diber kesempatan untuk membela diri dan harus
dilakukan dalam waktu saq bulan setelah anggota dircksi yang
bersanpghutan  diberitahuk:an lentang - maksud  pemberhentian
tersebut oleh Bupat 3

(4). Sclama  persoalan mengenar pemberhentian ‘anggota dircksi
icrsebut pada ayat (3) Pasal ini belum ada Qanun, maka
Ppemberhentian ing menjadi batal dan anggota yang bersangkutan
dapat scgera menjalankan tugasnya lagi. Kccuali bilamana
untuk Qanun tersebut diperlukan pengadilan dan hal ity harus
diberitahukan kepada yang bersangkutan, |

Pasal 9

(1). Antara Anggota Dircksi tidak boleh ada hubungan keluarga
sampar dengan dcrajat ketiga baik menurut garis lurus maupun
kesamping kecuali jika untuk kepentingan perusahaan diizinkan
olch Bupati. Scsudah pcngangkatan mercka masih terdapat
hubungan kekeluargaan vang bersifat terlarang ity maka untuk
melanputhan jabatannya dipertakan iz Bupati

(2). Anggota Dircksi tidak bolch mcmpuhyai kepentingan pribadi
langsung maupun tidak langsung pada perkumpulan perusahaan
dalam lapangan vang bertujuan mencari laba,

3). Angpota dircksi tid_-ak boleh merangkap jabatan lain.

Pasal 10

(1). Dircksi mewakil; Perusahaan diluar dan didalam Pengadilan.
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Sendin. maupun bersaima-sama alau Kepada orang lain badar
lain. |
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Pasal 11

(1) Direkst melaksanakan pengurusan dan membina perusahaan
menurut kebijaksanaan umum Pemerintah Dacrah; 0ok
Tata terub dan cara menjalankan Perusahaan diatur dalam
Peraturan vang ditctapkan oleh Dircksi dengan pgrsclujuun-
Badan Pengawas, L e 2
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Pasal 12

(1), Dirckst memerlukan persetujuan Bupati untuk hal-hal tersebu
berikut ing
a.  Mcminjam wang atas nama perusahaan dan mengadakan
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(20 lerhadap jems usaha vang dikclola berdasarkan joint ventures

(1)

(4 )

(1)

maka memasukkan atau menyertakan Modal Usaha ditetapkan
sebesar 60 % (enam puluh persen) dari Pemerintah Dacrah, 40%
(empat puluh persen) dan Pihak Rekanan Lamnya SCbagail—mna '
dimaksud dalam Pasal 12 avat (1) huruf d Qanun it

Modal Perusahaan Dacrah ersebut pada ayat (1) dan ayat (2)
Pasal ini dapat ditambah kembali dengan Persctujuan DPRD dan
ditetapkan dengan Qanun.

Perusahaan Dacrah mempunyai cadangan umum yang dibentuk
dan dipupuk menurut Pasal 18 avat (1). T

semua alat hikuidasi Perusahaan Dacrah disimpan dalam Bank
Pembangunan Dacrah (BPD) atau Bank lainnya yang ditunjuk
Bupati. '

BAB V o
PENGUSAHAAN DAN CARA MENGURUS

Pasal 7

Perusabian Dacrah dipiapin oleh suatu Duckse yang terdin dan
scorang Dircktur Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang
Dircktur, i

Dircksi adalah Warga Negara Indonesia Pribumi yang diangkat
dan diberhentikan oleh Bupati dengan pemberitahuan DPRD:
Dircksi  dalam  melaksanakan tugzasnya hCr_in‘nggung jawab
kepada Bupati, =

Pengangkatan dimaksud pada avat (2) Pasal ini dilakukan untuk

- Jangka waktu sclama-lamanya 5 (lima) tahun, setelah waktunya

berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

- Dalam rangka pengembanpan Perusahaan dapat dibuka

cabang/unit di daerah-daerah lainnya dan pengangkatan
pimpinannya dilakukan Dircksi atas persetujuan Bupati.

Pasal 8

Anggota Dirckst  berhenti  karena  meninggal dunia  atau
diberhentikan oleh Bupati, karena - |

a.  Permintaan sendirt:

b.  Berakhir masa jabatan schagai anggota dircksi schagaimana’
dimaksud pada Pasal 7 ayat (4): :

¢.  Dindakan yang merugikan masyarakat;

d- Tindakan atau sikap vang bertentangan dengan kepentingan
dacrah atau negara; ;_

(2). Jika pemberhentian karena alasan terscbut pada ayat (1) huruf ¢

dan daerah pasal im yika merupakan suatu pclanggaran terhadap
hukum pidana diberhentskan denpan tidak hormat:



)

(3)

o

memberthan kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesualu
vang termuat dalaom perhintungan dimaksud. |

B A B NF ”
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Pasal 18

laba Perusahaan Diumh vang telah disahkan setelah dikurangs

Pajak s , l; ;
ko dan penvusutan Tunnya yang wajar dari Perusahaan
Jacrah ditctaphan sebagan bertkut

a. I“L:mlap:.llam Asli Dacrah (PALD) 25%

b Pemegang Saham 30% dlhcrl menurut Nilai Nommal dari
Saham;

¢.  Dana Cadangan 25%:

d o Jasa Produkst 10 4y
¢ Untak Dana Sosial dan Pendidikan Pegawai 5%:
I Untuk Sumbangan Dana Pensiun $%.

Pembagian: perimbangan dan vang dimaksud avat (1) huruf d

Pasal ini ditetapkan dengan Qanun Bupati setelah mendengar

pendapat darn Bads i Penpawas

Bag usaha vang dilaksanakan joint ventures, punlmyan laba
dengan Prhak Rekanan didasarkan atas Jjumlah perbandingan
Modal scbagaimana terscbut pada Pasal 6 ayat (2) Qanun ini.

BAB XII
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

Dirckst tidak dapat diangkat dari Pegawai N%Ln

Dircksi dapat mengangkat dan munberhmul\an
Pegawai/Pekerja Perusahaan menurut Peraturan yang berlaku
sctelah mendapat persctujuan Badan Pengawas.

Nedudukan Tlukum, paps pensiun dan sokongan  serta
penghasitan dare Direksr dan Pegawan Perusahaan ditetapkan
hemudian  oleh Hu;mll dengan memperhatikan kemampuan
kecuangan Perusahaan dan  ketentuan  Peraturan  Perunda ng-
undangan vang berlaku. '

N



menurut Nctentuan-ketentuan vang  diberfakukan bag
Bendaharawan Dacrah

Dengan Qanun dapat ditctaphan penvimpanan dari ketentuan
mengenar Fate Cara Ganti Rugr bagr semua Pegawan Perusahann

Dacrah  vang  discsuakan menurut Struktur Organisas
Perusahaan itu sendin

BAB VI
TAHUN BUKU

Pasal 15

Tahun Buku Perusahaan Dacrah adalah tahun Takwim,

(1)

BAB IX
.f\N(;(;:\ RAN PERUSAHAAN

Pasal 16

St:|;-u.n|.ml—-l'lmlmimf'l Lighin bulan  schelum  tahun hu‘ku mulai
berjalan,  Dirckst nu,nmmpmk,.m kepada  Bupati  Angpgaran

Perusahaan dan Rencana Kerja Tahun Buku untuk disahkan.

Pengesahan Angpearan  dan Perencanaan Kerja  Perusahaan
sebagar mana dimaksud pada avat (1) dengan lcrlchlh dahulu
mt.ndap..!lkan pertimbangan Badan I’cng,awws

Apahila su--mpai pcrmulaan  tahun buku Bupati  tidak

mengemukakan keberatannya, Anggaran dan Rencana Kerja
tersebut hulaku qcpcnuhm,f

BAB X

PERHTTUNGAN HASIL USAHA DAN LAPORAN BERKALA

(1)

DARI KFEGIATAN PERUSAITAAN

Pasal 17

Dircksi harus menyampaikan laporan berkala setiap li!:,..l bulan
sckah Kepada Badan Pengawas

Sclambat-lambatnva tiga bulan setelah tahun buku berakhir,
Dirckst telabh mengadakan  rapat  dengan para persero
menvampatkan pechitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan
perhitungan laba rugr kepada Bupat, Badan Pengawas dan
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah.

hika dalam uga bulan scsudah Bupati menerima perhitungan
tersebut, Bupatr tdak emm'unuk Wkan  Keberatan,  maka

perhitungan tu diangeeap telah sah penpesahan tersebut telah



Pasal 24

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar sctiap
orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Penpgundangan Quanun
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah

Kabupaten Acch
Singkil.

Ditctapkan di  : Singkil
Pada Tanppal : 27 M ¢ i 2002

BUPATI ACEHM SINGKIL
Cap/ Dito

1. MAKMURSYAH PUTRA, SH

n Dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Aceh Singkil
iggal 1 Juli 2002 SeriCANomor 4 . Tahun 2002

J1 ACEH SINGKIL,

A RATI KABUPATEN
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\Pembina U wuda/Nip. 390009540
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